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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                                         

KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

RANCANGAN 

KEPUTUSAN  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 KOTA SEMARANG 

NOMOR  172.1/14 TAHUN 2020  

TENTANG 

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                   
KOTA SEMARANG  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH                                      

NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH           
KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031 BERDASARKAN                                       

HASIL PERSETUJUAN SUBSTANSI  KEMENTERIAN AGRARIA                            

DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

                                                              

  PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA SEMARANG,  

 

Menimbang  : a. bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang telah menyelesaikan pembahasan hasil 

persetujuan substansi atas Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang 

tentang Penyempurnaan  Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 

Berdasarkan Hasil Persetujuan Substansi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Besar  dalam  

Lingkungan Propinsi  Djawa  Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat  dan  Daerah  Istimewa Jogjakarta; 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5103); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5160); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, 

Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 81); 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6             

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 28); 

  13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang       

Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Semarang Nomor 61); 

  14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita 

Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2019 Nomor 52); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan  Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Semarang Tahun 2011-2031 Berdasarkan Hasil 

Persetujuan Substansi Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

KEDUA : Laporan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang sebagaimana dimaksud dalam konsideran 

menimbang huruf a menjadi Lampiran yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini. 

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota 

Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  
pada tanggal  

 Semarang 
 23 November 2020 

 

 

 

 

KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SEMARANG, 
 

 
 
 

KADAR LUSMAN 
 

 
SALINAN disampaikan kepada Yth. : 
1. Gubernur Jawa Tengah; 
2. Pjs.Walikota Semarang; 
3. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang; 
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang; 
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
6. Para Asisten Sekda Kota Semarang;  
7. Inspektur Kota Semarang; 
8. Para Kepala Badan Kota Semarang; 
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang; 
10. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang; 
11. Para Camat Kota Semarang. 

 


